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Sekapur Sirth

imabulan lalu, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2013 di kampus Bulaksumur,
é Fakultas Kehutanan UGM melalui Dekan memberikan sebuah tugas
v kepada kami untuk menyunting sebuah buku. Tentu, menyunting
sebuah buku sama sekali bukan pekerjaan yang sulit. Menjadi berbeda tatkala
mengetahui kualifikasi yang menjadi persyaratan penyuntingan buku. Pertama,
buku dimaksud harus bisa memotret pilar-pilar pembangunan kehutanan selama
enam dekade terakhir, termasuk kondisi terkini beserta rekomendasinya ke
depan. Kedua, penulisnya adalah sekelompok rimbawan Bulaksumur dengan
beragam latar belakang profesi, pengalaman dan usia. Ketiga, dibatasi waktu
yang ketat agar /aunching bukunya dilakukan tepat pada saat ulang tahun emas
Fakultas Kehutanan UGM. Terakhir, semua proses mulai dari perencanaan
hingga penerbitannya diserahkan sepenuhnya kepada Tim Penyunting,

Maka, dengan mengucap Bismillah, hari-hari kami berikutnya adalzah hari-hari yang
sarat dengan diskusi dan konsinyasi. Tentu saja karena berjalannya sang waktu
tak bisa diperlambat atau dihentikan —meski untuk sesaat- sehingga membuat
kami menjadi teramat sangat akrab dengan deadline. Diawali agenda konsinyasi
untuk menyiapkan TOR, menyusun o#fline, membuat jadwal, menentukan

aftar nama penulis, melobby kontributor, mencari donatur, hingga pekerjaan
utamanya, menyunting naskah demi naskah kontributor sembari menyiapkan
bab pembuka (baca : prolog) sekaligus bab penutupnya (baca : epilog) . Dimulai
dengan pertemuan-pertemuan formal di kampus Bulaksumur, diskusi intensif di
wisma Fahutan UGM, menyepi di puncak Kaliurang, hingga ‘mojok’ di Manggala
Wanabakti dan studio Batan.

Alhamdulillah, pada akhirnya buku berjudul ‘Darsrar Huzan Indonesia. Mewujudkan
Aprsitektnr Baru Kebutanan Indonesia kurang lebih setebal lebih dan enam ratus

halaman ini pun selesai tuntas. Atas semua itu, tak ada katz yang lebih pantas
selain ungkapan puji syukur ke hadirat Allah Swt, yang senantasa membimbing
dan memberikan hidayabhNya kepada kami semuz hingga pada akhirnya

bisa menyelesaikan tugas ini tepat pada wakmnya. Uczpan tenma kasih juga
disampaikan kepada jajaran avitas academica Fahutan UGM atas dukungannya,
kerja sama para kontributor , masukan resremer dan sppers semua pihak yang telah
mendukung dan membantu terbitnya buku ini.

iv Dzrurat Hutan Indonesia
Wissmdian Amnsimer Bare Kehutanan Indonesia

gRail ol gl N

T

e
bR

oy

=
:
i

TR




Jelas tak ada gading yang tak retak. Atas semua hal yang menjadi kekurangan dan
kelemahan buku ini, baik selama proses persiapan, penyuntingan hingga terbitnya
buku ini, kami semua menyampaikan permohonan maaf. Tak terbayangkan, disela-
sela padatnya agenda dan kesibukan kontributor, kami terus mengetuk bahkan
menggedor pintu komitmen agar naskah bisa segera diselesaikan dan kami terima.
Kami sungguh merasa sangat terbantu dengan komitmen dan kesungguhan
semua kontributor untuk menuntaskan setiap naskah buku ini sebagai sebuah
dharma bakti agar bisa menjelma menjadi sebuah catatan yang tak akan hilang
oleh dinamika ruang atau lekang oleh waktu. Tentu, kami juga menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua reviewer yang telah berkenan
membaca dan memberikan catatan-catatan kritisnya sehingga menambah bobot

substansi buku ini. Termasuk masukan-masukan dari parapihak independen yang
=2k bisa disebut satu persatu.

Pada akhirnya, harapan atas terbitnya buku ini akan bisa terwujud. Memberikan
penanda sejarah, bahwa Fakultas Kehutanan UGM telah berusia lima puluh tahun,
dengan para alumninya yang telah berkiprah dan berkontribusi bagi pembangunan
kehutanan di berbagai profesi dan penugasan. Memberikan manfaat bagi dialektika
futan dan kehutanan Indonesia kini dan di masa mendatang. Serta, memberikan
manfaat kepada seluruh pembaca. Tanpa kecuali.

Yogyakarta, September 2013,

Tim Penyunting
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Kata Pengantar
Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada

uji syukur atas kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan
hidayahNya, tanpa terasa Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta yang lahir dari cikal bakal Fakultas Pertanian dan
Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1963, kini telah memasuki
ysia lima puluh tahun. Sebuah periode emas di mana fakultas yang seringkali

diidentikkan dengan Padepokan Bulaksumur telah cukup memiliki kedewasaan,
kematangan dan kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak.

Dengan usia emas tersebut, didasari memberikan dua perspektif yang berbeda.
Pertama, sebuah kebanggaan bahwa cvitas academica Fakultas Kehutanan UGM
telah memberikan kontribusi dan peran nyata bagi perjalanan enam dasawarsa
pembangunan hutan dan kehutanan Indonesia. Civitas academica Fakultas
Kehutanan UGM secara aktif turut membangun pondasi ilmu pengetahuan,
teknologi dan perguruan tinggi kehutanan beserta beragam program studi
maupun disiplin pengetahuan turunannya, turut membentuk kelembagaan
Departemen Kehutanan maupun kelembagaan lain non-pemerintah lingkup
kehutanan, menyumbangkan sumber daya manusia rimbawan berkarakter
dengan latar belakang keahlian dan ketrampilan, serta selalu terlibat dalam
setiap dialektika dan diskursus hutan dan kehutanan. Karena itu, hitam putihnya
kehutanan Indonesia sedikit banyak tak mungkin bisa dipisahkan dari Fakultas
Kehutanan UGM, Yogyakarta.

Perspektif kedua, adalah rasa prihatin yang amat dalam dengan dinamika
hutan dan kehutanan Indonesia hari ini. Keprihatinan bahwa hutan Indonesia
sedang menghadapi berbagai persoalan bahkan tekanan yang dari hari ke hari
semakin berat dan kompleks. Berbagai persoalan kehutanan tersebut dewasa
ini bahkan telah mendorong terjadinya krisis yang menempatkan hutan dan
kehutanan berada dalam kondisi kritis. Sedikit banyak, tentu hal itu juga menjadi
tanggung jawab moral bagi cvitas academica Fakultas Kehutanan UGM untuk
turut mengatasinya.
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Mempertimbangkan dua perspektif diatas, sertadalam memanfaatkan momentum
lima puluh tahun Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta 1963 — 2013, Fakultas
Kehutanan memanggil para alumninya untuk berkumpul, mendiskusikan dan
membahas secara jernih, mendalam, dan penuh tanggungjawab atas persoalan hutan
dan kehutanan nasional sebagai bagian dari persoalan masyarakat dan negara.

Buku berjudul Darurat Hutan Indonesia Mewujudkan Arsitektur Baru
Kehutanan Indonesia ini ditulis dengan tujuan untuk mendokumentasikan
pemikiran-pemikiran kritis rimbawan Gadjah Mada terhadap dinamika enam
dekade penyelenggaraan kehutanan nasional. Buku ini juga diharapkan
bisa menyediakan sebuah bahan refleksi kepada seluruh rimbawan di sektor
pemerintahan, swasta, akademisi, LSM, peneliti, kalangan pemerhati dan
pemangku kepentingan la‘innya dalam memberikan dharma-baktinya bagi
pembangunan kehutanan. Lebih dari itu, buku yang didedikasikan kepada
kemaslahatan kehutanan Indonesia ini juga diharapkan bisa memberikan
alternatif gagasan strategis dan mendesak sebagai bahan evaluasi sekaligus
rekomendasi peningkatan kinerja kehutanan nasional ke depan, sekaligus
membantu memberikan landasan dan arah pengembangan kebijakan-kebijakan
kehutanan strategis yang berorientasi pada keadilan, kelestarian dan kesejahteraan
rakyat. Terakhir, sebagai bagian dari budaya Padepokan Bulaksumur, maka
buku ini diharapkan akan mampu melanjutkan tradisi intelektual akademik
rimbawan Gadjah Mada melalui dialektika tulis yang bersifat kritis, konstruksif
dan kontekstual.

Kepada seluruh penulis yang telah menjadi kontributor buku ini, para editor
yang tergabung di Tim Penyunting, para supporting staf dan semua pihak yang
telah berkontribusi bagi penulisan dan penerbitan buku ini diucapkan terima
kasih dan penghargaan. Terhadap kekekurangan dan kelemahan buku ini, tenm
disampaikan permohonan maaf seraya mengundang kritik membangun para
pembaca. Akhirnya, harapan kami semoga buku ini memberikan manfaat bag:
seluruh sidang pembaca.

Yogyakarta, September 2013,
Dekan, '
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Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) 2004 mengakui
adanya beberapa masalah utama berbasis sumber daya alam yang dihadapi oleh
penduduk miskin di Indonesia, antara lain (1) Ketidakadilan penguasaan dan
kepemilikan lahan, maupun ketidakpastian dalam penguasaan dan kepemilikan
areal pertanian; (2) Keterbitasan akses pada sumber daya alam dan kerentanan
terhadap perubahan lingkungan; dan (3) Rendahnya partisipasi masyarakat—baik
dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program
pembangunan. Pemerintah—dalam SNPK-—mengakui bahwa pengentasan
kemiskinan merupakan tujuan mendasar dari pelaksanaan Undang-undang Dasar
1945 (Bappenas, 2004). Sebenarnya, strategi nasional tersebut dimaksudkan
untuk memastikan komitmen dan konsensus Pemerintah' bersama parapihak
yang terkait* dalam menangani kemiskinan melalui (2) pendekatan berbasis hak -
(right-based approach), (b) pengutamaan kebijakan pro-poor, dan (c) pencapaian
Tujuan Pembangunan Milenium (Mi//enz'um Develogpment Goals - MDGs). Tinjauan
menyeluruh mengenai distribusi penduduk dan kemiskinan sangat diperlukan—

! Baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

2 Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, lembaga internasional, dan
pihak lain yang peduli.
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sebelum bertanya bagaimana kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara lebih
baik untuk memperbaiki mata pencaharian, sekaligus mengurangi kemiskinan
(CESS-ODYJ, 2005).

Walau Indonesia terus bergerak maju ke arah era urbanisasi, namun diketahui
bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan masih lebih tinggi dibanding
perkotaan—proporsi 2:1 dengan ratio yang bervariasi cukup besar pada berbagai
daerah. Di luar Jawa, penduduk miskin pedesaan memiliki porsi yang jauh lebih
tinggi, yaitu 1 (satu) dari 5 (lima) penduduk pedesaan adalah miskin. Kondisi
mayoritas atau lebih dari 85 persen penduduk miskin pedesaan di luar jawa
terdapat di Papua, Sulawesi, dan Maluku (Boccucci et al., 2005).

Secara substansial, sebenarnya terdapat lebih banyak penduduk yang kehidupannya
‘bergantung pada hutan’ dan ‘rentan terhadap kemiskinan’ —namun analisis yang
Jebih rinci diperlukan untuk mengidentifikasi siapa saja mereka. Sebagaimana
catatan pada Strategi Bantuan Negara yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, bahwa
separuh penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan yang kurang dari 2
USD per hari—sehingga sangat rentan terhadap guncangan harga dan cuaca
(Brown, 1994). Penduduk tersebut juga rentan terhadap ketahanan pangan atau
ketersediaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Menurut Suderlin et al. (2005),
pencuduk miskin yang hidupnya bergantung pada hutan adalah (1) penghuni
hutan, termasuk pemburu dan peladang berpindah; (2) petani yang tempat
tinggainya berdekatan dengan hutan, termasuk petani kecil dan yang tidak
memiliki lahan; (3) pengambil manfaat komersial, termasuk pengrajin, pedagang,
pengusaha kecil, dan karyawan industri kehutanan; dan (4) konsumen hasil hutan
yang hidup di antara penduduk miskin perkotaan.

Hasil analisis yang dibuat Boccucci et al. (2005) dan Brown (2004) menyatakan
bahwa 50 - 60 juta orang Indonesia (atau sekitar seperempat total jumlah
penduduk) hidup pada banyak pedesaan yang berada di dalam ‘kawasan hutan’
negara. Dari jumlah penduduk yang hidup di dalam kawasan hutan tersebut,
sekitar 20 persen di antaranya miskin (Brown, 2004)%. Selain. kemiskinan

dan status tata guna lahan, Holmes (2002) mencatat bahwa Indonesia juga

- mempunyai pemasalahan terkait dengan konversi hutan. Saat ini, Indonesia

telah kehilangan jutaan hektar hutan sejak tahun 1985—melalui konversi oleh
para pemegang konsesi besar dan petani kecil, maupun kebakaran (Holmes,

3 Data survei rumah tangga di kawasan hutan, Dephut — BPS (2007) juga menyebutkan bahwa prosentase
tumah tangga miskin di sekitar kawasan hutan sebanyak 18,5 persen.
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2002). Sejumlah lahan hutan telah dikonversi menjadi lahan pertanian atay
perkebunan dan pemukiman.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas dan
mengoptimalkan luasan lahan yang ada atau mengefektfkan lahan-lahan yang
telah rusak, salah satu jalan atau alternatifnya adalah dengan mengaplikasikan
sistem agroforestri. Sistem ini mampu menyediakan berbagai manfaat lingkungan
sebagaimana layaknya hutan, sekaligus memberikan kontribusi ekonomi terhadap
masyarakat. Agroforestri sesungguhnya merupakan salzh sam teknologi bertani
yang berbasis pada pohon yang telah banyak digunakan oleh masyarakat—baik
secara tradisional maupun modern. Selain itu, agroforestri juga telah dimandatkan
oleh beberapa peraturan Kementerian Kehutanan dalam pengelolzan hutan
lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Agroforestri sudah .:i:.:gi\asikan
oleh mayoritas masyarakat Indonesia sejak lama, dan—saat ini—t<lah pula muncul
peraturan-peraturan formal mengenai agroforestri. Pertanyaan selzaniumnya adalzh
apakah peraturan-peraturan tersebut efektif dan menjadi acuan pelzksanaan
agroforestri di lapangan ? Jika belum, peraturan yang bagaimanzksh yang

sebernarnya diperlukan ?

AGROFORESTRI

pertanian. Menurut Huxley (1999), agroforestri adalah suatu sistem penggunsss
lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu (pepohonan, perdu, bamba
rotan dan lainnya) dengan tanaman tidak berkayu atau dapat pula deagan
rerumputan (pasture), kadang-kadang ada komponen ternak atau hewan lainnyz
Menurut Wulandari (2011), yang dimaksud hewan di sini dapat merupakan
lebah untuk meghasilkan madu dan ikan untuk aplikasi sifvofishery. Lebih lanjuc
dikemukakan bahwa agroforestri dapat diaplikasikan dengan mengkombinasikzn
tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu (kadang-kadang dengan hewan
untuk tumbuh bersamaan atau bergiliran pada suatu lahan. Dengan demikian akan
diperoleh berbagai produk dan jasa (services) sehingga terbentuk interaksi ekologis
dan ekonomis antar komponen tanaman dan ternak atau ikan atau lebah. Huxley
juga berpendapat bahwa agroforestri dapat dinyatakan sebagai sistem pengelolaan
sumber daya alam yang dinamis secara ekologi karena ada penanaman pepohonan
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di lahan pertanian atau padang penggembalaan untuk memperoleh berbagai
produk secara berkelanjutan. Agroforestri dapat meningkatkan keuntungan
sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan bagi pengguna lahan.

Agroforestri mempunyai fungsi ekonomi dan juga dapat menjadi salah satu upaya
dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, implementasi agroforestri di suatu
areal juga mempunyai fungsi ekologi (Lundgren dan Raintree, 1982)—dengan
ciri-ciri sebagai berikut: '

1. Salah satu jenis dalam agroforestri adalah tanaman berkayu—karena sistem

agroforestri merupakan kombinasi minimal 2 (dua) jenis tanaman sehingga
sistemnya lebih kompleks dibandingkan budi daya monokultur.

2. Siklus dalam aplikasi sistem agroforestri selalu lebih dari 1 (satu) tahun.

3. Selalu memiliki 2 (dua) macam produk atau lebih (multi producs), misalnya
pakan ternak, kayu bakar, buah-buahan, obat-obatan, dan lain sebagainya.

4. Minimal mempunyai 1 (satu) fungsi pelayanan jasa (service function), misalnya
pelindung angin, penaung, penyubur tanah, dan peneduh—sehingga
dijadikan pusat berkumpulnya keluarga/masyarakat.

5. Ketika diaplikasikan pada sistem pertanian daerah tropis yang put atau
masukannya rendah maka akan tergantung pada penggunaan dan manipulasi
biomasa tanaman—yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sisa panen

atau paska produksi.

World Agroforestry Centre—atau lebih dikenal dengan ICRAF—membedakan 2
~ (dua) sistem terbentuknya agroforestri, yaitu sistem bercocok tanam tradisional
dan sistem modern®. Sistem- tradisional dikembangkan dan divji sendiri oleh
petani sesuai dengan keadaan alam atau permintaan pasar—sejalan dengan
perkembangan pengalamannya selama bertahun-tahun dari generasi ke generasi.
Sistem modern mendapatkan gagasan dan teknologi budi daya agroforestri dari
hasil-hasil penelidan formal yang kemudian dibawa oleh penyuluh/petugas
lapangan.

Michon dan’ de Foresta (1995) juga mengelompokkan agroforestti dalam 2.(dua)
sistern, yakni sistem agroforestri sederhana dan agroforestri kompleks. Sistem
agroforestri sederhana adalah suatu sistem pertanian dimana pepohonan ditanam

4 Michon dan De Foresta (1995).
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secara tumpang-sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Sedangkan
agroforestri kompleks merupakan sistem pertanian menetap yang melibatkan
banyak jenis tanaman pohon (berbasis pohon) baik sengaja ditanam maupun
tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan dikelola petani mengikuti pola
tanam dan ekosistem menyerupai hutan. Berdasarkan jaraknya dari pemukiman,
sistem agroforestri kompleks dibedakan menjadi 2 (dua)—yakni kebun atau
pekarangan berbasis pohon untuk yang terletak di sekitar tempat tinggal dan
agroforest atau hutan untuk yang terletak lebih jauh.

Menurut Michon dan de Foresta (1995), agroforestri telah dipraktikkan oleh
petani di berbagai tempat di Indonesia selama berabad-abad—misalnya sistem
ladang berpindah, kebun campuran di lahan sekitar rumah (pekarangan), dan

" padang penggembalaan. Contoh umum yang terdapat di Pulau Jawa adalah adanya

mosaik-mosaik hamparan persawahan dan tegalan produktif yang diselingi
rerumpunan pohon. Bahkan, rerumpunan pohon tersebut terkadang mempunyai
struktur mendekati hutan alam dengan beraneka spesies tanaman.

Agroforestri yang dikelola dengan cermat akan dapat memproduksi kayu,
sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan berkembangnya
agroforestri, diharapkan peran hutan alam sebagai sumber kayu dan bahan nabati
lainnya akan berkurang. Diharapkan juga tuntutan dan asumsi bahwa hutan
(alam) sebagai cadangan lahan untuk perluasan pertanian juga dapat berkurang.
Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap kelestarian hutan bisa menjadi
lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan data tahun 2009, hutan rakyat seluas 3,5 juta hektar yang dikelola
dengan sistem agroforestri mampu memasok hampir 30 juta m? kayu. Kontribusi
hutan rakyat ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pasokan kayu dari hutan
yang mempunyai izin legal dari negara pada tahun 2003 — 2006 yang hanya 20
juta m’. Hutan rakyat di Ciamis dapat memproduksi kayu 0.5 juta m? per tahun
dengan jumlah perputaran uang mencapai 357 miliar rupiah (Mutiono, 2012).
Selain itu, pengelolaan hutan rakyat juga memiliki fungsi sosial. Di Tasikmalaya,
kesejahteraan masyarakat yang mengelola hutan rakyat -dengan cara agroforestri
meningkat (Mutiono, 2012). Sebagian besar hutan rakyat didominasi oleh sengon,
sehingga istilah ‘haji sengon’ banyak ditemukan pada wilayah ini. Di Sumatera—
khususnya Lampung, lebih tepatnya Kabupaten Lampung Barat

juga telah
membuktikan bahwa hutan yang dikelola dengan cara agroforestri. mampu
memberikan hasil yang signifikan, baik dari aspek ekonomi maupun ekologi.
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Dalam 1 (satu) lahan kelola, masyarakat dapat menanam berbagai jenis tanaman—
termasuk pinang, aren, dan tanaman kayu lainnya. Bahkan, di Kampung Tri Budi
Syukur—Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati sudah mulai memadupadankan
pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan ternak luwak sehingga bisa
menghasilkan Kopi Luwak yang dikenal sebagai kopi termahal (Wulandari, 2012a).
KWT Melati juga telah memiliki sebuah kedai serba ada yang menyediakan segala

A

_kebutuhan konsumsi keseharian bagi anggota dan masyarakat umum. Kedai serba
ada yang dikenal sebagai “Warung Gerabatan’ ini memiliki putaran dana sekitar
26,5 juta rupiah—jumlah yang tidak sedikit mengingat level pemasarannya yang
hanya tingkat kampung (Wulandari, 2012a).

Salah satu tujuan diaplikasikannya agroforestri adalah untuk mendukung
ketahanan pangan. Berikut ini adaleah bukti lapangan mengenai keterkaitan
antara implementasi program pethutanan sosial—dalam hal ini program
J HKm—dengan aplikasi agroforestri. Hasil survei Badan Ketahanan Pangan
Lampung Barat tahun 2008, menunjukkan Angka Kecukupan Energi (AKE)
konsumsi masyarakat sebesar 2.035,8 kkal/kapita/hari. jika merujuk kepada
standar AKE konsumsi tingkat nasional sebesar 2.000 kkal/kapita/hari, maka
AKE Lampung Barat pada tahun 2008 berada di atas standar nasional. Susilowat
(2009) mengatakan bahwa AKE konsumsi khusus petani Hutan Kemasyarakatan
(HKm) Lampung Barat yang mengaplikasikan agroforestri sebesar 2.020 kkal/
kapita/hari, dan AKE ketersedizansebesar 2.276 kkal/kapita/hari®. Wulandari
(2012b) membuktikan bahwa agroforestri yang dilakukan masyarakat di sekitar

hutan mampu memenuhi AKE masyarakat. Rata-rata daya dukung gizi lahan

_agroforestri di sekitar Tahura register 19 pada setiap rumah tangga adalah sebesar
2.306 kkal/kapita/hari. Lebih lanjut, berdasarkan analisis tingkat kecukupan daya
dukung gizi lahan agroforestri diketahui bahwa sebesar 83,6 persen daya dukung
gizi sekitar tahura pada rumah tangga contoh telah mencapai tingkat kecukupan
2 90 persen (Wulandari, 2012b).

. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, agroforestri bisa menjadi salah satu
~alternatif dalam memecahkan pemasalahan yang terkait dengan menurunnya
~ kualitas dan kuantitas sumber daya alam di Indonesia, termasuk upaya
pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
Berdasarkan kondisi lapangan yang ada saat ini, agroforestﬁ diharapkan

5 Data tersebut merupakan bagian dari penelitian Kelana Indah Susilowati, lulusan program S-2 Pasca

Sarjana Institut Pertanian Bogos, yang diberi judul “Daya Dukung Gizi Hutan Kemasyarakatan Lampung
Barat”.
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bermanfaat untuk meminimalkan luas tanah terdegradasi, melestarikan sumber
daya hutan, meningkatkan mutu pertanian, serta menyempurnakan intensifikasj
dan diversifikasi aplikasi budi daya kehutanan/silvikultur. Dua tahun yang lalu,
_ Kementerian Kehutanan memiliki Balai Penelitian Teknologi Agroforestry (BPTA)
sebagat sebuah langkah maju dalam pengembangan agroforestri di Indonesia,

KEBIJAKAN AGROFORESTRI DAN EFEKTIVITASNYA

Kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (co/laborative forest managemens)
atau berbasis masyarakat (community based forest management) telah banyak
didiskusikan oleh berbagai pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana -
Kehutadan Tingkat Nasional (RK'TN) 2011 - 2030, melalui peningkatan partisipasi
masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama
masyarakat diharapkan sampai tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan
konflik kawasan hutan di Indonesia (Kementerian Kehutanan, 2011), tetapi juga
mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan
(institutional sustainability). Pada aras mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan
kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan
sektor kehutanan di kawasan seluas 5,6 juta hektar yang berbasis modal sosial
(social capital) komunitas lokal. Sedangkan pada aras makro, sampai dengan tahun
2030 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan
berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi
dan interes ekonomi, tetapi juga bertumpu pada pilar cultural cognitive yang ada dan
berkembang dalam masyarakat (Kementerian Kehutanan, 2011).

Program perhutanan sosial dilaksanakan oleh masyarakatatau bersama masyarakat,
maupun bersifat kerja sama antara masyarakat dengan Pernerintah, swasta,
LSM, dan/atau pihak-pihak lain dalam pengelolaan hutan kolaboratif. Di sektor
kehutanan, selama ini—kebijakan yang mendukung pengembangan agroforestri
terkait dengan kebijakan perhutanan sosial dengan berbagai turunannya, misalnya
hutan kemasyarakatan (HKm). Selain itu, ada salah satu kebijakan Pemerintah
yang mendukung pengembangan agroforestri yaitu penetapan Kawasan
Dengan Tujuan Istimewa (KDTT) di Krui - Lampung®. Masyarakat Krui telah
mengusahakan agroforest kebun damar secara turun-temurun pada kawasan hutan
adat yang (masih) berstatus hutan negara. Walaupun status tanah masih milik

¢ Melalui SK Menteri Kehutanan No. 47/ Kpts-11/1998 dengan areal seluas 29.000 ha.
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negara, namun pengakuan Pemerintah tersebut menghilangkan rasa znsecure dalam
diri masyarakat dalam mengelola lahan kelolanya. Dalam praktiknya, kebijakan
ini sangat mendukung dan merupakan ‘insentif’ bagi masyarakat untuk tetap
mempertahankan kawasan yang mampu memberikan hasil secara ekonomi dan
ekologis.

Pada tahun 1990, Perhutani juga telah mengembangkan kebijakan sistem tumpang
sari dalam pola tanam tanaman pokok jati dengan tanaman pangan melalui Surat
Keputusan Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
No. 671/KPTS/DIR/1990. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa agroforestry
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program perhutanan sosial dalam
mendukung kepentingan kehutanan dan masyarakat sekitar hutan—khususnya
Kelompok Tani Hutan (KTH).

Agroforestry juga disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.7/Menhut-11/2007 Bagian Ketiga tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Pengembangan Agroforestry dan Aneka Usaha Kehutanan Tahun 2006. Dalam
latar belakang disebutkan bahwa akibat tekanan yang begitu tinggi dalam
pemanfaatan hutan menyebabkan meningkatnya kerusakan hutan dan lahan, yang
pada akhirnya secara langsung akan menyebabkan hilangnya potensi ekonomi
“dari hasil hutan kayu maupun non kayu berupa getah dan buah-buahan, obat-
obatan, sumber daya genetik dan jasa lingkungan. Permasalahan tersebut akan
ssaling terkait satu sama lain, sehingga untuk mengatasinya diperlukan berbagai
{ kebijakan pembangunan yang bersifat strategis—khususnya dibidang Rehabilitasi
Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS)’ menyangkut pada aspek lingkungan,
ekonomi, dan sosial, yaitu upaya rehabilitasi hutan dan lahan, membuka peluang
kesempatan kerja/berusaha dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan
masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Berdasarkan kondisi yang ada, maka
petlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Agroforestry dan
Aneka Usaha Kehutanan Tahun 2006 melalui Peraturan Menteri Kehutanan.
doman ini diperlukan untuk kelancaran dan memberikan arahan untuk semua
"ielaksaha kegiatan-kegiatan strategis bidang RLPS—termasuk pengembangan
HHBK bambu, rotan, dan sutera alam®. »

rus diakui .bahwa Permenhut ini merupakan kebijakan paling lengkap yang

Sekarang BP DAS PS - Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

Karena Lampiran Permenhut ini juga menguraikan adanya Pengcmbangan Ancka Usaha Kehutanan
melalui pengembangan 3 (tiga) komoditas tersebut.
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menguratkan aplikasi agroforestri di lapangan. Sayangnya, masth diperlykag

banyak aturan turunan dalam aplikasinya, misal aturan pelaksanaan pengadaag
bibit, penanaman, dan pembuatan bangunan. Dengan demikian, aplikasi nyata

atas kebijakan ini dan lama penyusunan kebijakan-kebijakan turunan masih
merupakan tanda tanya. Pada bagian Sasaran Kegiatan disebutkan bahwa sasaran
lokasi kegiatan Pengembangan Agroforestri dan Aneka Usaha Kehutanan Tahun
2006 adalah areal di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 7.600 ha, yang terdiri
dari 6.100 ha untuk kegiatan Pengembangan Agroforestri dan 1.500 ha untuk
kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan, yang tersebar di 17 Provinsi,
64 Kabupaten/Kota dan 92 Satuan Kerja. Mengingat kebijakan ini telah terbit
pada tahun 2006, maka tentunya sudah dapat diketahui apakah agroforestri
memang diperlukan dalam pelaksanaan Program GERHAN {Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan), apakah kebijakan ini efektif dalam pelaksanaannya,
dan z;pakah kebijakan ini dapat mencapai target sebagaimana yang disebutl;an
pada Sasaran Kegiatan.

Dalam Permenhut P37/Menhut-I1I/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
disebutkan bahwa Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Selain
merupakan kebijakan untuk memberdayakan masyarakat dan sebagai upaya
resolusi konflik kehutanan, Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) diharapkan
dapat mendukung aplikasi agroforestri di lapangan. Hal ini disebutkan secara
gamblang dalam pasal 18—vyang berbunyi “Kegiatan pemanfaatan hasil hutan
dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), ayat
(2), ayat(3), dan pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
ayat (7) dilakukan secara terintegrasi dalam pola wanatani (agroforestry) dengan
stratifikasi tajuk untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi

hutan”.

Selanjutnyva, kebijakan HKm diperbaharui melalui P.18/Menhut-11/2009, P.13/
Menhut-11/2010, dan P52/Menhut-11/2011. Lebih teknis, agroforestry juga

muncul dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan - |

Sosial Nomor. P07/V-SET/2009 Tentang Tata Cara Penyelenggaran Hutan
Kemasyarakatan’. Dalam lampiran disebutkan bahwa pengembangan usaha

?  Selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Direktur _]endefal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial Nomor: P.10/V-SET/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi =

Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P.07/V-SET/2009 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan
Kemasyarakatan.
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pemanfaatan kawasan dilakukan pada areal pengembangan usaha hasil hutan
kayu atau bukan kayu secara terpadu dalam sistim agroforestri. Agroforestri juga

__ merupakan salah satu pengetahuan yang harus dipahami oleh pendamping HKm.
‘ Sudah semestinya, para anggota kelompok HKm telah mengimplementasikan
.[',p”berbagai teknis konservasi melalui pola tanam dengan sistem wanatani

(agroforestri) . Lahan-lahan yang ditanam dengan sistem wanatani diyakini dapat
menjaga fungsi lindung dan—di sisi lain—masyarakat dapat memanfaatkan hasil
tanaman mereka. Agus et al. (2002)—berdasarkan penelitian yang dilakukan
di Sumberjaya—menyatakan bahwa dengan menerapkan sistem agroforestri,
tingkat erosi pada kebun kopi menurun. Meskipun, menurut Widianto e al.
(2008)—pada kondisi di Sumbetjaya, tingkat limpasan permukaan dan erosi pada
sistem agroforestri sederhana maupun multistrata (kopi umur > 10 tahun) masih
3 (tiga) kali lebih tinggi daripada yang dijumpai di hutan. Sistem kopi monokultur
dengan umur sama, bahkan memiliki tingkat limpasan permukaan dan erosi 4 —5
“kali lebih tinggi
Walaupun telah disebutkan secara eksplisit dalam kebijakan HKm, namun sampai
sejauh ini belum diikuti dengan metode evaluasi program yang memastikan
~bahwa agroforestri telah diaplikasikan secara benar. Atau, dapat juga dikatakan
sebaliknya—mengapa harus ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kelompok
- HKm harus mengaplikasikan agroforestri ? Apakah selama ini masyarakat belum
. melaksanakan sistem agroforestri dalam mengelola HKm ? Atau Pemetintah
" sudah mengetahui bahwa kelompok-kelompok pengelola 'HKm sebenarnya
udah melakukan sistem agroforestri, namun pelaksanaannya belum tepat ?

Apabila kita berasumsi bahwa masyarakat belum tepat mengaplikasikan sistem
agroforestri pada lahan kelola HKm-nya, maka tentunya diperlukan perangkat
(tools) untuk mengontrol atau memantau pelaksanaan agroforestri. Di tingkat
sional, perangkat ini—sampai sekarang—belum juga diterbitkan oleh
Kementerian Kehutanan, padahal di lapangan sudah banyak kelompok tani HKm
yang memetlukan monitoring dan evaluasi secara cermat dan kontinu agar tujuan
aplikasi agroforestri melalui-program HKm dapat tercapai. Di tingkat Provinsi
inmpung——melalui Forum HKm Provinisi Lampung bekerja sama dengan
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Balai Pengelolaan DAS Sekampung

Sistem Agroforestri adalah suatu sistem pola tanam wanatani yang memadukan berbagai jenis pepohonan
dengan stratifikasi tajuk yang bervariasi. Sistem tersebut dipercaya mampu menjaga sustainabilitas
lingkungan dan di sisi lain masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pepohonan tersebut.
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Seputih—telah menyusun Parameter Monev HKm'"'. Salah satu indikator dalamy
parameter tersebut terkait dengan pelaksanaan agroforestri yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok HKm.

Kebijakan berikutnya vang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan terkai:
dengan pelaksanaan agroforestry adalah Permenhut P.63/Menhut-11/2009 Tentang
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Sifvopastura pada Huran
Produksi. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silopastrura yang selanjumnya
disingkat IUPK-SP adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan seca}a
proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang
meliputi pelepasliaran dan atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan
hutan lestari. Pada Pasal 2 diuraikan bahwa luas areal yang dapat dibebani usaha
pemanfaatan kawasan silvo pastura adalah maksimal 500 (lima ratus) hektar uniuk
areal yang telah dibebani izin dan minimal 5 (lima) hektar untuk areal yang belum
dibebani izin. Areal untuk usaha pemanfaatan kawasan silvo pastura adalah Hutan
Produksi yang telah dibebani IUPHHK-HTI dan yang belum dibebani IUPHHK
atau izin usaha lainnya.

Dalam kebijakan ini, klausul yang terkait dengan agroforestry dapat dibaca pada
Pasal 4 ayat 2 huruf (h)—bahwa proposal teknis harus berisikan usulan teknis
kegiatan usaha yang terdiri atas tujuan dan perencanaan pemanfaatan kawasan
sifvopastura. Dalam klausul-klausul selanjutnya tidak lagi-dijumpai tahapan kegiatan
yang harus dilakukan oleh penerima izin berkaitan dengan aplikasi silvopastura.
Dalam melakukan perluasan, pemegang IUPK-SP harus memiliki sertifikat
kinerja baik dari lembaga penilai independen yang diakreditasi oleh Menteri.
Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah Lembaga Penilai Independen
juga menilai capaian penerima izin dalam mengimplementasikan silvo pastura
lahan kelolanya ? Seberapa tinggi capaian yang telah diperoleh para penerima izin
Usaha Pemanfaatan Kawasan Si/vopastura pada Hutan Produksi ? Apakah memang
ada perbedaan signifikan antara hasil yang diperoleh oleh penerima izin yang
mengimplementasikan sz/vopastura dan yang tidak ? Saat ini, ada berapa perusahaan
kehutanan yang mempunyai izin jenis ini ? Berapa persen dibandingkan jumlah -
perusahaan secara total ? Jika ternyata, di lapangan kebijakan ini tidak atau belum ;
efektif diimplementasikan, lalu mengapa pada tahun 2009 Pemerintah merasa -
perlu menerbitkan kebijakan tentang TUPK-SP ? -

Perdirjen No.P.04/VI-BUHT /2012 tentang Pedoman Budi daya Tanaman Hutan -

11

Forum HKm Provinsi Lampung, 2012.
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Rakyat yang merupakan turunan dati Permenhut P.3/Menhut-11/2012 tentang
" Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Rakyat menyebutkan juga bahwa agroforestry dapat diaplikasikan sebagai sistem
udi daya tanaman HTR (Kementerian Kehutanan, 2012). Dalam Perdirjen
~ tersebut disebutkan bahwa Budi daya Tanaman HTR dilaksanakan berdasarkan
kondisi tapak, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya setempat, serta dapat diterapkan
melalui sistem silvikultur yang pola dan tekniknya bisa monokultur, campuran,
~ dan agroforestry—antara lain tumpangsari, silvopastural, silvofisheries, apikultur, dan
wanafarma. Lebih lanjut dijelaskan bahwa luas budi daya tanaman tahunan ini
: maksimal 40 ‘persen dari total luas HTR dan tidak boleh didominasi oleh satu
- jenis tanaman'?.

Secara <ksplisit, kebijakan HTR menyebutkan tentang aplikasi agroforestri. .
Mengapa Pemetintah merasa perlu menuliskan bahwa agroforestri merupakan
_ pola silvikultur yang disarankan untuk diaplikasikan di dalam HTR ? Padahal
~ sebagaimana kebijakan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan HTR
* ini pun tidak menguraikan lagi bagaimana seharusnya agroforestri diaplikasikan.
Hanya ada 1 (satu) klausul yang mengharuskan aplikasi agroforestry di dalam HTR,
: yaitudalam RencanaKerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu—Hutan Tanaman
Rakyat (RKUPHHK-HTR). Pertanyaan selanjutnya adalah apakah implementasi
. RKUPHHK-HTR diikuti secara cermat dan kontinu untuk membuktikan bahwa
tencana kelompok telah dilakukan dengan benar dan dapat mencapai tujuannya.
- Hal ini—tentu saja—termasuk rencana aplikasi agroforestri pada lahan kelola
l kelompok HTR sebagaimana yang tercantum dalam RKUPHHK-HTR dan
apakah dalam formatnya disebutkan adanya variabel tentang agroforestri yang
harus diuraikan di dalam RKUPHHK-HTR ? Lalu, bagaimana cara monitoring
-~ dan evaluasinya untuk memastikan bahwa sistem budi daya agroforestri dilakukan
dengan tepat di lahan kelola HTR ?

' Di Kementerian Pertanian, kebijakan terkait agroforestri sejauh ini adalah upaya
= pengembangan budi daya lorong yang memungkinkan upaya pembangunan
":ifpertanian melalui- konservasi tanah dan air. Kebijakan ini sudah dikeluarkan -

"'4 sejak akhir tahun 1980-an dalam bentuk petunjuk teknis (Djogo et al., 2003).
i ;;'Terdapat beberapa kebijakan—yang sebenarnya—relevan dengan implementasi
agroforestri, namun belum secara eksplisit menyebutkan mengenai agroforestri.

Jika dicermati, maka ada hal yang bertolak belakang dalam uraian budi daya tanaman HTR. Pada awalnya
disebutkan bahwa pola silvikultur yang diterapkan dapat monokultur, tetapi dalam jabaran berikutnya
disebutkan bahwa budi daya tanaman tahunan HTR maksimal 40 persen dan tidak boleh monokultur.
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Sementara, Kementerian Perikanan dan Kelautan juga belum menerbitkan
kebijakan agroforestri, walaupun di lapangan praktik-praktik sivofishery telah
banyak diaplikasikan masyarakat. Sebagian besar hutan bakau di kawasan panty;
telah dikonversi menjadi kawasan pertambakan. Pengembangan tambak ikan
pada daerah bakau merupakan kebiasaan tradisional yang kemudian dimodifikasj,
antara lain dalam model pengembangan empang parit yang banyak dikembangkan
di Jambi — Sumatera. :

REKOMENDASI

1. Dengan telah adanya kebijakan-kebijakan yang menyebutkan sccara
eksplisit tentang agroforestri, maka perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi agroforestri yang diaplikasikan dalam Program GERHAN, HTR,
HKm, dan silvopastura di Hutan Negara. Dengan demikian, Pemerintah
Pusat harus segera mempersiapkan perangkat utuk memastikan bahwa
agroforestri dilakukan dengan tepat dan berdampak baik bagi masyarakat
dan lingkungan.

2. Perlu dilakukan studi tentang efektivitas kebijakan agroforestri di
Indonesia—termasuk tentang perlu tidaknya kebijakan agroforestri sebagai
dasar pelaksanaan di lapangan. Karena bersangkut-paut dengan sektor lain,
kebijakan agroforestri selayaknya diterbitkan secara bersama antara—paling
tidak—Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian
Perikanan dan Kelautan.

3. Perlu digagas adanya bentuk insentif bagi kelompok perhutanan sosial yang
m@ngaplikasikan agroforestri secara baik. Demikian pula sebaliknya, perlu
ada pengaturan puaishment jika para anggota kelompok tidak menerapkan
agroforestri di lahan kelolanya.
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